BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang

Mengingat

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 36 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGEMBANGAN PENGAIRAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

a.

1.

BUPATIACEH SINGKIL

bahwa dalam tangka pelaksananaan Undang-undang Nomor 22 Tahut
1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor
4 twhun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkal Daerah, dalam
upays untuk meni F 2 di Rabup Aceh Singkil
dibidang Pengembangan Pengairan secara berdaya guna, berhasil guna,
serasi, seimbang dan berkelanjutan daulom rangka meningkatkan
J yarakat dan Sumber Daya Alam,
Dinas P dan

p peru F
Prasarania Wilayah Kabupaten Aceh Singkil,

. bahwa dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka perlu dibentuk

Sucunan Organisasi dan Tata Kera Dinas Pengembangan Pengairan
Kabupaten Aceh Singkil;

bahwa sehubungzan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu
ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentulan Dacrah
Otonomi  Provinsi Aceh dan Perubshan Pembentukan Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomar 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1092);

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Aceh Singkil {Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827},

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah

(Lembaran Megara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839}

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 fentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah  (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);



5. Undang-undang Nomor & Tahun 1974  tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Megara MNomor 3041) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pengairan (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Momar
3046);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air
(Lembaran Negars Tahun 1982 MNemeor 37, Tambahan Lembaran
Nepara Nomor 3225},

8. Peraturan Pemerintah Momor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi
(Lembaran Megara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Momor 3226},

9. Peraturan Pemeriniah Nomor 26 Tahun 1985 tentany Jalan {Lembaran
Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3203): i

|0, Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 9 ‘Tahun 1982 tentang
Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangusan di
Dacrah;

11, Peraturan Mented Dalam Neperi Nomor 7 Tohun 1986 (cntang
Penetapen Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia;

12. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman ( Lembaran Megara Tahun 1992 Nomor 23, Tambaban
Lembaran Negara Nomor 3469,

13, Undang-undang Nomer 24 Talun 1992 tentang Tata Ruang (Lembaran
Megara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahian Lembaran Negara Nomor
3501,

14. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara peran serta masyarakat dalam
Penatasn Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660,

|5, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Masional (Lembaran Negara Tahun (997 Nomar 96,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 37213,

16. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3046);

17. Peraturan Pemenintah Nomor [4 Tahun 1987 tentang Penycrahan
sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pekerjoan Umum kepada
Dacrah (Lembaran Megara Tahun 1987 Nomor 25,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3353);

18, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 ientang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
165 );

19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun (990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;



21. Keputusan Menteri Dalam Neperi dan Otongimi Nomor 50 Tabun 2000
tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tala Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota,

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI KABUPATEN ACEI SINGKIL

MEMUTUSKAN :

Menctapkan :  QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGEMBANGAN PENGAIRAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL.
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pusal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan -

a. Daerah adalah Kabupaten Acch Singkil;

b, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Acch Singkil;

c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Acch Singkil;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

¢. Diras Pengembangan Pengairan adalah  Dinas  Pengembangan
Pengairan Kabupaten Acch Singkil;

£ Kepala Dinas adafah Kepala Dinas Pengembangan Penpairan
Kabupaten Acch Singkil.

BAB I
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pengembangan Pengairan Kabupaten Aceh Singkil,
BAE 111
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Bagian Pertama

Kedudukan
Pasal 3

(1). Dinas Pengembangan Pengairan adalah merupakan Unsur Pelaksana
Pemerintah Kabupaten yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten,



(2} Dinas Pengemt di olch Kepala yang
berada dibawah dan bennnu;lml, _mnmb kepada Bupati melalu

Sekretaris Dacrah.
Bagian Kedua
Tugas
Pasal 4
Dinas P t 1" yal  lugas julank

kewenangan Qtonomi Dwrah i bidung Pcngumbnngnn anulm

Baginn Ketiga
Funpgsi
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sct dimuksud pada Pasal 4, Dinas
Pengembangan Pengairan Kabupaten Aceh Singkil mempunyai Fungsi

0. Merumuskan kebijaksanaan tcknis di bidang Pengairan Kabupaten
Aceh Singkil,

b, Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

¢. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di
bidang Penpgairan Wilayah Kabupaten Aceh Singkil,

d P lofaan Urusan K ) Dinas.

Bagian Keempat
‘Kewenangan
Pasal 6

Untuk mclnL.snmL:.n l'unp,s: scbug:nmnna ving dimaksud dulam Pasal 5,

Dinas Py p Acch Singkil mempunyai

kewcmgan sebagal bmkul

4. Pengaturan dan Pengelolaan Drainase;

b. Pengaturan dan Pengelolaan Sanitasi;

¢, Pengaturan dan Pengelolaan Air Minum;

d.  Penyclenggaraan, Pembangunan dan Pemcliharaan Sarana dan
Prasarana Jaringan Irigasi;

e Penpal dan P lol: Pembangunan serta Pemeliharaan
Sumber Air;

[ Penyelenggarsan, Pembangunan dan Pemeliheraan Sarana don
Prasarana Daerah Rawa, Situ dan Danau;

g Penyelenggarsan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Pengairan
serta Pengembangannya;

h Penyelenggarsan don Pengawasan Sarana dan Prasarana Bendungan
Besar sena Pengembangannya;

i.  Penyelenggaraan dan Pengawasan Sumber Daya Air Permukaan Non
Lintas Kabupatcn;

J. Pemberian lzin dan Peng; untuk lakan Perubaban dan
atau Pembongh Buhan Bang dan Saluran Jaringan Sarana
dan Prasarana Pekerjaan Umum Non Lintas Kabupaten;




k. Penyclenggaraan dan Pengawasan Pendidikan dan Latihan;

L. Pengawasan Teknis terhadap Pelaksaman Seluruh  Peraturan
perundang-undangan Ji bidang Pengembanpan Pengairan,

m. Penyelenggaroan dan  Pengawasan  Kerja  sama  di  bidang
Pengembangan Penpairan,

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

1

(1) Susunan Orpanisasi Dinas Peng
terdiri dar ;
a Kepala Dinas;
b, Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1} Sub Bagian Kcpegawaian,
2)  Sub Bagian Keuangan,
3} Sub Bagian Umum dan Perlengkapan,
c.  Sub Dinas Perencanaan dan Program, membawahkan ¢
1)  Scksi Percncanaan Teknis;
2] Scksi Program dan Anggaran;
3) Seksi Survey don Pemetaan;
4)  Scksi Evaluasi dan Peluporan,
d Sub Dinas Irigasi, Sunpai, Waduk dan Danau, membawahkan:
1) Seksi Program dan Evaluasi;
2)  Seksi Pengendalian dan Evaluasi;
3)  Scksi Operasi dan Pemcliharan;
4} Scksi Bina Man[uat,
¢ Sub Dinas Penpelolaan Sumber Daya dan Konservasi Air,
membawahkan :
1} Scksi Program dan Evaluasi,
2} Seksi Penpendalion dan Pelaksanaan;
3)  Seksi Operasi dan Pemeliharaam;
4)  Secksi Bina Manfaat.
. Sub Dinas Bina Teknik dan Josa Kontruksi, membawahkan -
1) Seksi Kinerja Jasa Kontruksi;
1)  Scksi Pembinaan Teknik dan Monitoring;
3)  Seksi Evaluasi Pengujian dan Pengendalian Mutu;
4)  Scksi Peran Serta Masyarakat dan Swasta,
Cabang Dinas;
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD);

Penpairan  Kabup



() Bagan Susoran Orpamisasi Dises Poapebosses Posgasas
‘bagian yang tidak dupat dipisabikan datam Qanun ini,

BAR WV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal §

(1) Kclompok Jabatan Fungsional mempunyal tugas melaksanakan
schapian tugas Dinas,

(2)  Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifil, jenis dan
beban kerja Dinas.

(3) Pengangkatan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengn
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V1
PENGANGKATAN DAN PEMBERIENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

(1) Kepala Dinas dianghat dan diberhentikan oleh Bupali.

(2) Kepala Bagion, Kepala Sub Dinas dan Kepala Scksi di lingkungan
Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sckretaris Dacrah Kabupaten
atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul
dari Kepala Dinas.

BAL VIL
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Semua Unit Kerja di lingkungan Dinas dalaim melaksanakan tugasnya
wajib mencrapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

(2) Kcpala Dinas dalam melaksonakan tugasnya melakukan koordinasi
vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Dacrah.

Pasal 11

(1) Sctiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas berkewajiban

memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan bagi
pelaksanaan tugas bawahan.

{2) Apabila kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnys, maka
Kepala Dinas harus menunjuk seorang pegawai uniuk melaksanakan
tugas Kepala Dinas dengan mempedomani Daftar Urut Kepangkatan
dan melaporkannya kepada Bupati melalui  Sckretans Daerah
Kabupaten,



Pasal 12
(1) Senap Unit Kerja di lingkungan Dinas wajib meluporkan pelaksanaan
tugas sccara berkala kepada atasan,
(2} Setiap laporan yang diterima olch Pimpinan Unit Kerja dari bawahan

wajib diclah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan
letnh lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

(3) Sctiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat
lain yang sccara fungsional mempunyai hubunpan kerja.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal I3

(1) Jenjang & k dan kepegawaian Dinas distur sesuai
dengan Perundang-undangan yang berlaku,

{2) Pengalihan jenis kepegawamian  discsuaikan  dengan  Kelenluan
perundang-undangan yang berfaku,

Pasal 14

Esclon Jabatan Dinas Pengemnbangan Pengairan Acch Singkil scbapgai
berikut :

a. Kepala Dinas : Bselun ILb
b. Kepala Bagian Tata Usaha : Esclon 1lLa
€. Kepala Sub Dinas ¢ Eselon HLa
d. Kepala Scksi : Eselon IV.a
BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanuakan kegiatan Dinas
Pengembangan Pengairan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah { APBD ) Kabupaten Acch Singkil sera sumber-sumber
lain yang sah yang tidak mengikat.

BAL X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai

Peraturan Pelaksanaannya dan tidak bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, akan diatur lebih lanjut ofeh Bupati.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Keputusan Bupati Aceh Singkil
Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Aceh Singkil
dinyatakan tidak berlaku lagi.

PPasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar scliap orang dapat  mengetahuinya, memenntahkan pengundangan
Qanun ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkail.
Pada tanggal : 10 Januari 2003

BUPATI ACEH SINGKIL
Cap !/ Dto
. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Acch Singkil
Ngmnt___%ﬁ Tahun 2002 Seri D Nomor 18

ﬁmu Pagiadanggal 16 Januari 2003
Ve z-_"‘ ATl ACEH SINGKIL




BAGAN SLEUNAN ORGANISASE DAN TATA KERJA LAMPIRAN | QANUN HABLPATEN ACEH SMGIKIL
DiNAS PENGEMBANGAN PENGAIRAN HOMOR I 38 TAHUN 2002
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